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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X 

sebelumnya menggunakan Metode Net. Berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang 

dilakukan oleh PT. X belum maksimal. Berikut adalah beberapa 

kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan: 

1. Perencanaan pajak PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan 

menggunakan empat metode, yaitu Metode Net, Gross, 

Tunjangan Pajak dan Gross Up. 

2. Berdasarkan Metode Net, PPh Pasal 21 yang terutang 

sebesar Rp 113.965.200 dan PPh Badan yang terutang 

sebesar Rp 81.263.448. 

3. Berdasarkan Metode Gross, PPh Pasal 21 yang terutang 

sebesar Rp 113.965.200 dan PPh Badan yang terutang 

sebesar Rp 81.263.448. 

4. Berdasarkan Metode Tunjangan Pajak, PPh Pasal 21 yang 

terutang sebesar Rp 130.034.650 dan PPh Badan yang 

terutang sebesar Rp 69.385.665. 

5. Berdasarkan Metode Gross Up, PPh Pasal 21 yang terutang 

sebesar Rp 159.448.630 dan PPh Badan yang terutang 

sebesar Rp 48.026.647. 
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6. Setelah melakukan analisis dan pembahasan, metode yang 

paling menguntungkan bagi PT. X adalah menggunakan 

Metode Gross Up. Dengan melakukan perencanaan pajak 

PPh Pasal 21 dari Metode Net ke Metode Gross Up, PT. X 

melakukan penghematan PPh Badan sebesar Rp 33.236.801.

  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan,  saran yang 

dapat diberikan setelah melakukan analisis dan pembahasan yaitu 

sebaiknya PT. X melakukan penerapan perencanaan pajak dengan 

menggunakan Metode Gross Up terkait dengan pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Dengan demikian PT. X dapat melakukan 

penghematan PPh Badan sebesar Rp 33.236.801.  
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